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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Wilayah kelautan merupakan sebuah jalur bagi sebuah negara yang 

menghubungkan negara tersebut ke seluruh pelosok dunia. Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI) merupakan sebuah negara kepulauan terbesar yang 

wilayahnya terdiri atas gugus kepulauan besar atau lebih dan dapat mencakup 

pulau – pulau lain atau sering disebut sebagai Archipelagic State yang dimana 

Indonesia secara geografis terletak dalam posisi strategis diantara persilangan 

dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia serta 2 samudera yaitu 

Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.1 Sebagai negara maritim, Indonesia 

berbatasan dengan sepuluh negara yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, 

Vietnam, Filipina, Palau, Timor Leste, Papua Nugini, dan Australia. Setiap 

negara tersebut memiliki perbedaan karakteristik dalam berbagai bidang seperti 

sosial, ekonomi, politik, keamanan, pertahanan, dan budaya yang berbeda dan 

saling bersentuhan secara langsung maupun tidak langsung.2 Wilayah kawasan 

perbatasan laut Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat 

besar, sehingga dapat dioptimalkan dalam pemanfaatannya untuk 

meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan peningkatan 

 
1 Dokumen DPR RI, Naskah Akademik Rancangan Undang – Undang (RUU) Republik Indonesia 

tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang 

Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Timur Selat Singapura, 19 Juni, 

2017, Hal. 1 (diakses dari https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20170619-094342-

7273.pdf, Minggu, 20 Agustus 2023 pukul 19.32 WIB)  
2 Raharjo, Sandy Nur Ikfal, Menegosiasikan Batas Wilayah Maritim Indonesia Dalam Bingkai 

Negara Kepulauan, Jurnal Masyarakat Indonesia Majalah Ilmu – Ilmu Sosial Indonesia, Vol. 41 No. 

2, 2015, Hal. 227 

https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20170619-094342-7273.pdf
https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20170619-094342-7273.pdf
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kesejahteraan masyarakat, serta wilayah perbatasan ini juga merupakan 

kawasan yang strategis bagi pertahanan dan keamanan dari suatu negara.3  

Nelayan tradisional adalah salah satu masyarakat yang tinggal di wilayah 

pesisir dengan mata pencaharian utama memanfaatkan sumber daya alam 

kekayaan laut yang terdapat di wilayah perbatasan laut Indonesia yang dimana 

kehidupannya berjalan dengan bergantung secara langsung pada hasil laut yang 

ditangkap, baik sengan cara penangkapan ataupun budi daya.4 Kegiatan nelayan 

di wilayah perbatasan memiliki makna dan implikasi yang mendalam pada 

bidang sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Di balik tindakan yang terlihat 

sederhana dari aktivitas nelayan pada biasanya, terkandung dinamika kompleks 

yang mempengaruhi nelayan, hubungan antar negara, dan ekosistem maritim.5 

Nelayan juga dapat menjadi penghubung budaya dan komunitas di berbagai sisi 

perbatasan dikarenakan mereka membawa tradisi atau pengetahuan terhadap 

cara penangkapan dan lain – lain yang menjadi aset beharga dalam menjalankan 

mata pencaharian mereka. Di sisi lain, aktivitas nelayan juga menjadi pemicu 

interaksi politik dan hukum antara negara – negara yang berbagi wilayah 

perbatasan.6  

Wilayah perbatasan atau pulau – pulau terluar dimanfaatkan oleh nelayan 

tradisional Indonesia khususnya oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) 

untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga mereka. Pulau Pasir atau 

 
3 Dokumen DPR RI, Op.Cit., Hal. 2 
4 Rosni, Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan 

Talawi Kabupaten Batubara, Jurnal Geografi Universitas Negeri Medan, Vol. 9 No. 1, 2017, Hal. 

53 
5 Ibid.  
6 Mamoto, Victor O., Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan di Wilayah Tangkapan Ikan, Lex et 

Societatis, Vol. III, No. 5, 2015, Hal. 19  
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Ashmore Reef sebutan bagi Australia dan Masyarakat Pulau Rote sering 

menyebutnya dengan nama “Nusa Solokaek”.7 Kepulauan Ashmore berjarak 

sebanyak 78 mil dari garis pantai Indonesia dan berjarak sebanyak 190 mil dari 

pantai barat Australia serta memiliki luas sebesar 583 km2 yang berada di arah 

selatan dari Pulau Rote Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur 

(NTT).8 Kepulauan Ashmore merupakan gugusan pulau kecil yang terdapat di 

utara Australia, yang didalamnya terdapat Pulau Cartier, Scott Seringapatam 

(Datu), dan Browse. Letak geografis kepulauan Ashmore terdapat pada 12o13’ 

Lintang Selatan (LS) dan 123o5’ Bujur Timur, 120km dari Pulau Rote.9 

Gambar 1 Peta Wilayah Ashmore 

 

Sumber : Natasha Stacey, 200710 

 
7 Christoforus, Gorbachev, “Keabsahan Status Kepemilikkan Pulau Pasir Oleh Australia Berkaitan 

Dengan Kegiatan Nelayan Tradisional Berdasarkan UNCLOS 1982”, Jurnal Fakultas Hukum 

Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2015, Hal. 1 
8 Dillak, Marni Agustina, Velicia Diva Yolando, Roy Bartolomeus Oenunu, Wilhelmus Sandy 

Beoang, and Yohanes Arman, Status Hukum Pulau Pasir Oleh Autralia Berkaitan Dengan Kegiatan 

Nelayan Tradisional Indonesia Berdasarkan United Nation Convention On The Law Of The Sea 

(UNCLOS) 1982. Jurnal Relasi Publik 1, No. 3, 2023, Hal 71. 
9 Sari, Noor Fatia Lastika, Ashmore Reef, Nelayan Rote, dan Masalah Pelintas Batas Perairan 

Indonesia – Australia 1974 – 2007, Skripsi Universitas Indonesia, 2015, Hal. 22 
10 Stacey, Natasha, “Boats to Burn: Bajo Fishing Activity in The Australian Fishing Zone”, Asia 

Pacific Environment Monograph 2, The Australian National University E-Press, Canberra, 2007 
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Nelayan tradisional Rote telah lama menjadikan Kepulauan Ashmore 

sebagai tujuan utama untuk mengambil air bersih dari sumur laut, menangkap 

ikan hiu, teripang, tiram, kura – kura, dan sumber daya laut lainnya yang 

digunakan untuk keperluan hidup sehari – hari dan juga diperdagangkan.11 

Kepulauan Ashmore juga digunakan para nelayan sebagai tempat peristirahatan 

bagi mereka sebelum berlayar ke wilayah lain. Penemuan kepulauan Ashmore 

oleh para nelayan Rote bermula saat kapal nelayan Rote berlayar kearah timur 

diiringi dengan adanya badai, setelah badai tersebut berakhir, para nelayan 

melihat sekelompok kawanan burung dan mengikutinya dengan harapan 

menemukan daratan karena telah terombang – ambing di laut terbuka selama 

enam hari dikarenakan adanya badai.12 Banyak sejarah lainnya sejak 400 tahun 

yang lalu para nelayan dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan yang 

dalam aktivitas yang dilakukan terindikasi kearifan lokal dari warga setempat.13  

Pergerakan para nelayan Rote di kepulauan Ashmore terbentuk tidak hanya 

dari pemanfaatan sumber daya laut seperti biasa tetapi juga adanya kegiatan 

ziarah atau mengunjungi makam leluhur para nelayan Rote yang merupakan 

nelayan juga di pulau tersebut.14 Atas dasar kepercayaan yang turun – temurun 

serta aktivitas yang dilakukan telah lama dilakukan, membuat para nelayan 

melakukan aktivitasnya di Kepulauan Ashmore dengan meyakini bahwa 

Kepulauan Ashmore tersebut dimiliki oleh Masyarakat Rote sebelum adanya 

pengakuan kepemilikan yang sah terhadap pulau tersebut dibuktikan dengan 

 
11 Ibid., Hal. 28 
12 Ibid. Hal. 24 
13 Dillak, Marni Agustina, Velicia Diva Yolando, Roy Bartolomeus Oenunu, Wilhelmus Sandy 

Beoang, and Yohanes Arman, Op.Cit, Hal 71 
14 Sari, Noor Fatia Lastika, Op.Cit, Hal. 67 
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adanya sebuah prasasti peninggalan Raja Rote yaitu prasasti Foe Mbura.15 

Adanya aktivitas yang terjadi, menjadikan kepulauan Ashmore sebagai kawasan 

yang paling diandalkan di arah Selatan Indonesia bagi masyarakat Rote, serta 

sebagai kawasan yang telah lama melangsungkan perdagangan dan 

memberdayakan sumber daya laut di pulau tersebut. 16 

Pada sisi lain dalam hal penguasaan kepulauan Ashmore ini, terdapat 

negara Amerika yang mengklaim dikarenakan adanya ketertarikan terhadap 

wilayah tersebut yang dijadikan tempat untuk mengambil pupuk dari kotoran 

burung atau kelelawar (guano) yang dilakukan oleh orang Amerika.17 Serta 

terdapat juga negara Inggris yang mengklaim wilayah tersebut dengan 

keyakinan bahwa kepulauan Ashmore ini merupakan sebuah wilayah 

kedaulatan mereka atas dasar adanya suatu klaim sepihak oleh Kapten Samuel 

Ashmore pada tahun 1811 dan menetapkan wilayah tersebut bersamaan dengan 

Pulau Cartier yang pada awalnya memberi nama terhadap pulau tersebut 

dengan nama Hibernia Reef yang diambil dari nama sebuah kapal dari Kapten 

Samuel Ashmore.18 Namun, sampai pada tahun 1850 tidak pernah melakukan 

pengajuan kepemilikkan wilayah ini secara formal sehingga kepemilikkan atas 

wilayah tersebut masih tidak ada kejelasan yang pasti.19  

Kepemilikkan Inggris terhadap kepulauan Ashmore diperkuat dengan 

adanya penetapan wilayah tersebut sebagai wilayah koloninya pada tahun 1878 

 
15 Ledoh, Farida Meriyati. Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Nelayan Tradisional Nusa 

Tenggara Timur di Perbatasan Australia, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, 

2022. Hal. 1 
16 Ibid. 
17 Sari, Noor Fatia Lastika, Op. Cit., Hal. 26 – 27  
18 Ibid. 
19 Ibid. 
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dan secara resmi diserahkan kepada persemakmuran Australia melalui Ashmore 

and Cartier Acceptance Act 1933.20 Dengan adanya pendelegasian tersebut, 

Kepulauan Ashmore secara resmi dimiliki oleh Australia.21 Klaim terhadap 

kepulauan Ashmore oleh Australia juga didasari pada sebuah konsep yang 

dimiliki oleh masyarakat Australia terhadap wilayahnya, yaitu konsep Mare 

Nullius22 sebelum adanya ketentuan terkait penetapan batas wilayah laut.23 

Karena adanya klaim kepemilikkan kepulauan Ashmore oleh Australia, 

para nelayan Rote merelakan pulau tersebut yang telah lama mereka singgah 

untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, namun tidak menutup 

keinginan para nelayan untuk tetap melanjutkan aktivitasnya seperti biasa di 

pulau tersebut.24 Persoalan ini menimbulkan pergesekkan antara Indonesia dan 

Australia mengenai kegiatan nelayan Rote di kepulauan Ashmore karena 

pemerintah Australia merasa bahwa dari kegiatan tersebut, nelayan Rote telah 

melanggar batas wilayah dari Australia yang dimana setelah adanya klaim 

tersebut maka seluruh kegiatan yang ada di pulau tersebut diawasi oleh 

Australia.25 Adanya konflik tersebut menunjukkan bahwa permasalahan di 

perairan perbatasan Australia – Indonesia pada saat itu diatasi secara sepihak 

 
20 Susanti, Treyas Annisa Febri, Muhamad Muhdar, dan Rika Erawaty, “Indonesian Traditional 

Fishing Rights in Ashmore Reef Area an International Law Perspective”, Mulawarman Natural 

Resources and Environmental Law Review, Vol. I, No.1, Maret, 2021, Hal. 4 
21 Indrawasih, Ratna, Ary Wahyono, “Kerja Sama Bilateral Dalam Kerangka Penyelesaian 

Masalah Nelayan Pelintas Batas Perairan Indonesia – Australia”, Jurnal Kependudukan Indonesia, 

Vol. V., No. 2, 2010, Hal. 55 
22 Konsep Mare Nullius merupakan konsep yang menyatakan bahwa laut tidak ada yang memiliki, 

dan karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing – masing negara. Menurut konsep ini, laut 

bisa dimiliki apabila yang berhasrat memilikinya bisa menguasai dengan mendudukinya. Konsep 

sama seperti dengan konsep Mare Liberum yang ditemukan oleh Hugo Grotius.  (Prof. Didik M. 

Sodik, S.H., M.H., Ph.D., Hukum Laut Internasional & Pengaturannya di Indonesia, PT. Refika 

Aditama, 2011, Hal. 4 – 5)   
23 Sari, Noor Fatia Lastika, Op. Cit., Hal. 4  
24 Ibid., Hal. 28 
25 Ibid. 
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oleh pemerintah Australia tanpa memperhatikan batas – batas teritorial dari 

kedua negara tersebut. Kedekatan wilayah yang merupakan klaim dari Australia 

dengan Indonesia membuat landas kontinen dari kedua negara saling tumpang 

tindih.26 

Mengenai konflik kepemilikkan kepulauan Ashmore yang terjadi 

disebabkan oleh belum adanya konvensi internasional yang mengatur secara 

tegas, sehingga kepemilikkan kepulauan tersebut ditindak secara sepihak. Pada 

tahun 1958 dan 1960 baru adanya pelaksanaan dua konvensi hukum laut di 

Jenewa dan Swiss atau lebih dikenal dengan United Nations Convention on the 

Law of the Sea (UNCLOS) I & II. Konvensi ini memberikan standar 

internasional terhadap penguasaan laut oleh suatu negara serta pemanfaatan 

sumber daya laut.27 Sejak adanya konvensi tersebut, Indonesia mengklaim laut 

teritorial sebesar 12 mil laut ke arah selatan pada tahun 1960 sebagai implikasi 

dari UNCLOS I dan II. Australia pun turut mengklaim laut teritorialnya dan 

melarang masuknya nelayan asing ke Ashmore Reef, Pulau Cartier, 

Seringapatam Reef, Scott Reef, Pulau Adele, dan Pulau Browse hanya untuk 

memenuhi kebutuhan hidup mereka.28 Kepastian batas wilayah, batas 

kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di wilayah laut akan memberikan 

dampak dan kontribusi yang positif dalam penguatan hubungan bilateral antara 

Indonesia dan negara tetangga, baik di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, 

dan pertahanan dan keamanan.29  

 
26 Indrawasih, Ratna, Ary Wahyono, Op.Cit., Hal. 55  
27 Sari, Noor Fatia Lastika, Op. Cit., Hal. 34 
28 Ibid., Hal. 35 
29 Dokumen DPR RI, Op.Cit., Hal. 2 
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Maka dari itu, untuk mencapai kesepahaman antara kedua negara dalam 

kepastian batas wilayah mereka, diadakan pertemuan kedua negara untuk 

merencanakan solusi penyelesaian konflik yang ada. Pada tanggal 7 November 

1974, pertemuan antara kedua negara tersebut membuahkan hasil untuk 

memberikan solusi terhadap konflik yang terjadi, yaitu menyepakati dan 

penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) BOX 1974.30 MoU 

ini berisikan kesepakatan antara Indonesia dan Australia yang berlaku bagi 

nelayan Rote dalam pengambilan hasil laut, metode pengambilan, dan lainnya 

mengenai kepulauan Ashmore. Yang dimana inti daripada MoU ini tetap 

memperbolehkan para nelayan Rote untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi 

hasil laut tetapi terdapat syarat dan ketentuan yang belaku di MoU ini.31 MoU 

BOX 1974 diberlakukan secara resmi pada tanggal 28 Februari 1975 

mengakibatkan adanya kelonggaran bagi kedua negara untuk menyebarkan 

infromasi dan regulasi terkait kepulauan Ashmore terutama bagi Indonesia yang 

melakukan aktivitas di pulau tersebut.32 

Pengimplementasian MoU BOX 1974 sebagai solusi terhadap konflik yang 

terjadi terhadap masyarakat Indonesia di kepulauan Ashmore tidak berjalan 

dengan semestinya. Setelah pemberlakuan MoU tersebut, masih banyak konflik 

yang bermunculan, Australia menilai bahwa para nelayan Rote banyak 

melanggar ketentuan yang ada di MoU yang telah disepakati, berupa dianggap 

merusak lingkungan, memasuki wilayah yang dilarang, dan mengambil sumber 

daya laut yang dilarang.33 Tentunya Australia bertindak tegas terhadap 

 
30 Sari, Noor Fatia Lastika, Op. Cit., Hal. 37 
31 Ibid. 
32 Ibid., Hal. 38 
33 Indrawasih, Ratna, Ary Wahyono, Op.Cit., Hal. 56 – 57  
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pelanggaran tersebut yang terjadi di wilayah perbatasannya dengan sepihak 

berupa penangkapan nelayan, menyita hasil tangkapan, membakar kapal, dan 

lainnya.34 Masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh para nelayan berupa 

Illegal Fishing, Pelintas Batas, dan lainnya dengan tidak memperhatikan 

ketentuan yang telah disepakati dan hal tersebut sangat disayangkan. Sehingga 

seluruh tindakan secara represif dari Australia dalam menegaskan pelanggaran 

tersebut dilaksanakan oleh Australia tanpa pandang bulu dan dibenarkan oleh 

prinsip – prinsip hukum internasional.35 

Gambar 2 Wilayah Cakupan MoU BOX 1974 

 

Sumber : Natasha Stacey, 200736 

 
34 Ibid. 
35 Sari, Noor Fatia Lastika, Op.Cit., Hal. 38 
36 Stacey, Natasha, “Boats to Burn: Bajo Fishing Activity in The Australian Fishing Zone”, Asia 

Pacific Environment Monograph 2, The Australian National University E-Press, Canberra, 2007 
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Pada dasarnya perjanjian mengenai perbatasan antara Indonesia dan 

Australia perlu dikaji kembali berdasarkan dengan ketentuan – ketentuan yang 

terdapat dalam Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 atau 

lebih tepatnya dikaji sesuai dengan pasal 51 UNCLOS 1982.37 Meskipun 

berbagai kesepakatan telah dibut oleh kedua negara termasuk pengaturan 

nelayan Indonesia (MoU BOX 1974), Australia melalui aparatnya tetap 

melalukakn tindakan represif terhadap nelayan Indonesia.38 Hal inilah yang 

menyebabkan adanya konflik wilayah perbatasan antara Indonesia dan 

Australia, dan menjadi isu yang menarik untuk dikaji ulang berdasarkan 

UNCLOS 1982 karena hingga saat ini masih banyak konflik yang terjadi, serta 

banyak yang mempertanykan isi dari perjanjian tersebut tentang status hukum 

kepulauan tersebut beserta hak – hak nelayan tradisional apakah sudah sesuai 

dengan konvensi hukum laut internasional yang berlaku. 39 

Ketergantungan yang ada pada nelayan Rote terhadap kepulauan Ashmore 

menunjukkan kurangnya andil negara terhadap kesejahteraan masyarakat Rote, 

pembangunan negara yang tidak merata, serta kondisi geografis dari wilayah 

Rote menyebabkan nelayan Rote tetap beraktivitas di kepulauan Ashmore dan 

melanggar aturan yang ada demi memenuhi kebutuhan hidup.40 Adanya 

tindakan represif Australia terhadap nelayan Rote, memicu pertanyaan 

mengenai efektivitas dari MoU BOX 1974 dalam mengatasi konflik yang ada 

 
37 Dillak, Marni Agustina, Velicia Diva Yolando, Roy Bartolomeus Oenunu, Wilhelmus Sandy 

Beoang, and Yohanes Arman, Op.Cit., Hal. 71 
38 Indrawasih, Ratna, Ary Wahyono, Op.Cit., Hal. 56 
39 Dillak, Marni Agustina, Velicia Diva Yolando, Roy Bartolomeus Oenunu, Wilhelmus Sandy 

Beoang, and Yohanes Arman, Op.Cit., Hal. 71 
40 Sari, Noor Fatia Lastika, Op.Cit., Hal. 6 
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di kepulauan Ashmore.41 Adanya tindakan tegas dari Australia terhadap nelayan 

Rote memicu adanya protes dari para nelayan sebagai karena bentuk dari 

tindakan penangkapan, dan lainnya merupakan ketidakramahan Australia 

terhadap para nelayan. Tindakan protes terjadi dari nelayan Rote terhadap 

tindakan Australia menuai pro dan kontra, disatu sisi faktor terjadinya 

pelanggaran yang dilakukan oleh para nelayan disebabkan kurangnya edukasi 

terhadap MoU yang ada serta terbatasnya pengetahuan dari nelayan karena 

tingkat pendidikan yang rendah serta masih berpegang teguh terhadap sejarah 

yang turun temurun terhadap kepulauan tersebut.42 Di sisi lain juga, Australia 

harus bertindak tegas terhadap para pelanggar batas wilayahnya dan pemicu 

kerusakan lingkungannya karena sangat merugikan dari pihak Australia.  

Berdasarkan latar belakang yang terdapat diatas, penelitian ini akan 

mengkaji lebih dalam mengenai kedudukan hukum dan pengimplementasian 

MoU BOX 1974 terhadap kepemilikkan dan pengelolaan sumber daya laut di 

kepulauan Ashmore serta membahas hak – hak penangkapan ikan dari para 

nelayan Rote serta kedudukan hukum dari MoU ini terhadap penyelesaian 

konflik yang ada. Dikarenakan beredarnya banyak konflik yang terjadi antara 

para nelayan Rote dan Australia yang tidak kunjung berakhir, maka dari itu 

penulis dalam skripsi ini mengambil judul terkait “Analisis Hukum 

Memorandum of Understanding (MoU) BOX 1974 Terhadap Kepemilikan 

Dan Pengelolaan Kepulauan Ashmore Ditinjau Dari Hukum Laut 

Internasional”. 

 
41 Awida, Maria Sari, Efektivitas MoU BOX 1974 Terhadap Hak Perikanan Tradisional Nelayan 

Tradisional Nusa Tenggara Timur, Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, Hal. 2  
42 Ledoh, Farida Meriyati, Op.Cit., Hal. 6 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka timbullah suatu 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :  

1. Bagaimana kedudukan hukum MoU BOX 1974 ditinjau dari United Nation 

Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 terkait dengan 

kepemilikan dan pengelolaan kepulauan Ashmore?; 

2. Bagaimana implementasi dari MoU BOX 1974 terhadap kepemilikan dan 

pengelolaan kepulauan Ashmore?; dan  

3. Bagaimana upaya pemerintah dalam menerapkan MoU BOX 1974 secara 

efektif sesuai dengan prinsip – prinsip hukum internasional?. 

 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari dilakukannya penilitian ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terhadap kedudukan 

hukum MoU BOX 1974 ditinjau dari United Nation Convention on The Law 

of The Sea (UNCLOS) 1982 terkait dengan kepemilikan dan pengelolaan 

kepulauan Ashmore; 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi dari MoU BOX 1974 

terhadap kepemilikan dan pengelolaan kepulauan Ashmore; dan 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pemerintah dalam menerapkan 

MoU BOX 1974 secara efektif sesuai dengan prinsip – prinsip hukum 

internasional. 
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D. Manfaat Penelitian  

Pada penelitian ini diharapkan ada suatu manfaat yang bersifat nyata sehingga 

dapat memberikan dampak secara luas atas adanya penelitian ini, maka dari itu 

penulis merumuskan 2 manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu :  

1. Secara Teoritis  

Penelitian ini bertujuan untuk menambah bahan kepustakaan dalam bidang 

hukum dan diharapkan untuk menambahkan wawasan dalam bidang hukum 

internasional yang berkaitan dengan hukum laut internasional mengenai 

Analisis Hukum Memorandum of Understanding (MoU) BOX 1974 

Terhadap Kepemilikan dan Pengelolaan Kepulauan Ashmore Ditinjau dari 

Hukum Laut Internasional. 

 

2. Secara Praktis  

Penelitian ini secara praktis bertujuan untuk berkontribusi terhadap 

wawasan di kalangan Mahasiswa serta para masyarakat mengenai Analisis 

Memorandum of Understanding (MoU) BOX 1974 Terhadap Kepemilikan 

dan Pengelolaan Kepulauan Ashmore Ditinjau dari Hukum Laut 

Internasional. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian  

Sebagaimana yang tertera sesuai dengan judul penelitian, penelitian ini 

merupakan salah satu penelitian yang bergerak dalam kajian hukum 

internasional yang berfokus pada permasalahan terkait kasus – kasus yang 

muncul akibat pelintas batas wilayah laut antara Indonesia dan Australia yang 

dilakukan oleh nelayan tradisional Indonesia berujung pada konflik yang 
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berkepanjangan sejak adanya kesepakatan Memorandum of Understanding 

(MoU) BOX 1974 antara Indonesia dan Australia mengenai kepemilikan dan 

pengelolaan kepulauan Ashmore terkait dengan hak – hak penangkapan ikan 

yang akan ditinjau melalui aspek hukum laut Internasional.  

 

F. Kerangka Teori  

1. Teori Kedaulatan Negara  

Kedaulatan berasal dari istilah asing yaitu supremus (Bahasa Latin), 

sovereignty (Bahasa Inggris), dan sovranita (Bahasa Italia) yang dari ketiga 

istilah tersebut memiliki arti yang sama yaitu kekuasaan yang tertinggi.43 

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, suatu negara dikatakan bahwa berdaulat 

atau sovereign karena kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki 

negara sehingga suatu negara berdaulat merupakan negara tersebut tidak 

mengakui suatu kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaannya 

sendiri.44 Pada sisi lain, menurut Georg Jellineck berpendapat bahwa hukum 

merupakan perwakilan daripada kemauan negara serta adanya hukum 

karena adanya negara, sehingga negara adalah satu – satunya sumber hukum 

yang mengakibatkan negara tersebut memiliki kekuasaan tertinggi.45  

Kedaulatan memiliki ciri ciri berupa asli, tertinggi, bersifat abadi, kekal, 

dan tidak dapat dibagi – bagi sehingga hanya ada satu kekuasaan tertinggi. 

Menurut Jean Bodin, kedaulatan juga merupakan sumber utama untuk 

menetapkan hukum dan sumber otoritas yang berada pada tingkat tertinggi 

 
43 Afifi, “Kedaulatan”, Modul Ilmu Negara Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2018, Hal. 3 
44 Kusumaatmadja, Mocthar, Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Jakarta, 1982, Hal. 

16 – 17  
45 Busroh, Abu Daud, Haji, “Ilmu Negara”, PT. Bumi Aksara, 2015  
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dalam hirarki hukum.46 Ruang berlaku dari suatu kekuasaan 

tertinggi/kedaulatan dibatasi oleh wilayah negara tersebut yang berarti suatu 

negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas wilayahnya 

sendiri.47 Dalam hukum internasional, kedaulatan negara dan persamaan 

derajat merupakan dasar dari sistem hukum internasional bekerja. Hukum 

internasional mengakui bahwa negara sebagai entitas yang Merdeka dan 

berdaulat sehingga negara tersebut tidak tunduk pada otoritas lain,48 

sehingga hal tersebut merupakan syarat mutlak bagi terciptanya suatu 

Masyarakat internasional yang teratur. 49 

Sesuai dengan permasalahan yang ada, teori kedaulatan negara 

sangatlah berkaitan dengan permasalahan tersebut dikarenakan dalam 

masalah yang terjadi membahas cara dari Australia yang bertindak secara 

represif dalam mengatasi suatu konflik yang terjadi di wilayahnya sendiri 

yang dimana objek dari tindakan represif tersebut merupakan warga negara 

Indonesia yang beraktivitas di wilayah perbatasannya. Seperti yang kita 

ketahui, bahwa kekuasaan tertinggi suatu negara dibatasi oleh wilayah 

negara itu sendiri, Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan 

represif yang dilakukan oleh Australia dapat dibenarkan dimata hukum 

internasional. 

 

 

 

 

 
46 Riyanto, Sigit, “Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer”, 

Jurnal Yustisia, Vol. 1, No. 3, 2012, Hal. 7  
47 Kusumaatmadja, Mocthar, Etty R. Agoes, Op. Cit., Hal. 18 
48 Riyanto, Sigit, Op. Cit., Hal. 7  
49 Kusumaatmadja, Mocthar, Etty R. Agoes, Op. Cit., Hal. 19 
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2. Teori Perjanjian Internasional  

Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum 

internasional yang dirancang sendiri oleh masyarakat internasional 

bertujuan untuk menimbukan akibat – akibat hukum tertentu.50 Pada 

umumnya, perjanjian internasional kerap dipakai sebagai cara dari suatu 

penyelesaian sengketa internasional yang secara damai para pihak 

menyepakati untuk menyelesaikan sengketa dengan solusi yang tertera di 

perjanjian tanpa ada paksaan dalam menyepakati perjanjian tersebut.51 

Konkritnya perjanjian internasional dapat berupa Perjanjian (Treaty), 

Konvensi/Kebiasaan Internasional (Convention), Persetujuan (Agreement), 

dan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dan istilah 

lainnya.52  

Menurut Salim H., MoU merupakan nota kesepahaman yang dibuat 

antar subjek melakukan kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan yang 

memiliki jangka waktu tertentu dalam pengimplementasiannya.53 MoU 

dibuat diantara para pihak berisikan kesepakatan mengenai objek perjanjian 

dan kesepakatan mengenai waktu pelaksanaanya, sehingga di dalam MoU 

terdapat hak dan kewajiban dari masing – masing pihak dan apabila terjadi 

suatu sengketa dalam pelaksanaanya tidak dapat menuntut atas dasar 

wanprestasi melainkannya hanya sebatas sanksi moral yang terjadi atas 

sengketa tersebut.54 

 
50 Daliyo, J.B., “Pengantar Hukum Indonesia”, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2017, Hal. 202 
51 Kusumaatmadja, Mocthar, Etty R. Agoes, Op.Cit., Hal. 191 
52 Ibid., Hal 119  
53 HS., Salim, H. Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, “Perancangan Kontrak & Memorandum of 

Understanding”, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hal. 47 
54 Ibid. 
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MoU merupakan perjanjian internasional yang dipakai dalam 

permasalahan yang ada sebagai solusi dari konflik antara Indonesia dan 

Australia mengenai kepemilikkan dan pengelolaan kepulauan Ashmore. 

Sehingga setelah terbitnya MoU BOX 1974, diharapkan para nelayan 

Indonesia dapat mematuhi isi dari perjanjian tersebut agar terciptanya 

aktivitas yang damai di wilayah perbatasan tersebut, begitu juga sebaliknya 

Australia juga mematuhi terkait pemberian hak dan kewajiban terkait 

kepemilikkan dan pengeloaan dari kepulauan Ashmore tersebut. Namun 

pada kenyataannya, konflik terus menerus terjadi yang diakibatkan oleh 

kurangnya pemahaman para nelayan Rote terhadap MoU BOX 1974 

sehingga muncullah tindakan represif dari Australia dalam menangani 

beberapa konflik yang terjadi di wilayah perbatasannya. 

  

3. Teori Penetapan Batas Maritim  

Wilayah merupakan sebagai salah satu unsur dari suatu negara agar 

dapat dikatakan memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya, yang dimana 

ditentukan oleh batas – batas tertentu baik darat, laut, maupun udara.55 

Perbatasan tersebut merupakan hal penting bagi suatu negara sebagai batas 

luas wilayah suatu negara serta menyangkut beberapa aspek yaitu 

perekonomian, sosial budaya, keamanan, dan identitas bangsa.56 Menurut 

Oppenheim, tanpa adanya wilayah dengan batas – batas tertentu maka suatu 

negara tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional. Maka dari 

 
55 Kurnia, Mahendra Putra, “Hukum Kewilayahan Indonesia; Harmonisasi Hukum Pengembangan 

Kawasan Perbatasan NKRI Berbasis Teknologi Geospasial”, UB Press, Malang, 2011, Hal. 20 – 21  
56 Satria, Randhi, “Perbatasan dalam Studi Hubungan Internasional, 15 Januari, 2019, 

https://www.hubunganinternasional.id/main/blog/16?title=Perbatasan (diakses pada 5 Oktober 

2023 Pukul 21.36) 

https://www.hubunganinternasional.id/main/blog/16?title=Perbatasan
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itu, wilayah negara menjadi konsep dasar dalam hukum internasional dalam 

menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi dan ekskusif bagi negara dalam 

menentukan batas wilayahnya.57  

Di luar batas yuridiksi, semua negara mempunyai pelbagai 

kebebasan di laut lepas seperti kebebasan menangkap ikan dan hak 

pemanfaatan sumber daya alam yang terkandung di kawasan dasar laut 

internasional. Meskipun diberikan kebebasan tersebut setiap negara yang 

dipisahkan oleh perairan berpotensi untuk bersengketa,58 dalam hal ini 

diperlukan menentukan batas maritim antar negara (maritime boundary 

delimitation).59 Menurut I Made Andi Arsana, delimitasi antar negara 

merupakan penentuan batas wilayah atau kekuasaan antara satu negara 

dengan negara tetangganya di wilayah perairan (laut) yang berfungsi 

sebagai pelindung dari ancaman atau gangguan dari negara lain.60 Schofield 

juga menambahkan bahwa pentingnya delimitasi maritim berkaitan dengan 

menjamin kejelasan dan kepastian yurisdiksi dalam memberikan jaminan 

pengelolaan lingkungan laut secara efektif dan peningkatan keamanan 

maritim61. Menurut Schofield, delimitasi maritim merupakan salah satu cara 

efektif bagi negara untuk menegaskan kedaulatan, kekuasaan hukum dan 

legitimasi negara tersebut. Delimitasi juga mengurangi zona tumpang tindih 

klaim maritim yang berpotensial menimbulkan konflik antar negara 

 
57 Kusumaatmadja, Mocthar, Etty R. Agoes, Op.Cit., Hal. 161 
58 Didik, M. Sodik, Hukum Laut Internasional & Pengaturannya di Indonesia, PT. Refika Aditama, 

2011, Hal. 22 
59 Masfiani, Ismi Yulia, L. Tri Setyawanta R., Nanik Tri Hastuti, “Penyelesaian Sengketa Batas 

Maritim Antara Costa Rica dan Nicaragua Di Laut Karibia dan Samudera Pasifik Dalam Perspektif 

UNCLOS 1982”, Diponegoro Law Jurnal, Vol. 5, No. 3, 2016, Hal. 4 
60 Ibid. 
61 Arsana, I Made Andi, “Batas Maritim Antarnegara Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis”, Gadjah 

Mada University Press, Yogyakarta, 2007, Hal. 2 
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bertetangga dengan menghilangkan sumber – sumber friksi dan sengketa 

dalam hubungan internasional.62  

Yunus Emre Acikgonul dan Edward R. Lucas mengatakan dalam 

jurnalnya bahwa penetapan batas laut merupakan proses yang kompleks dan 

multifaset dengan aspek hukum dan teknis. Prosesnya melibatkan 

penentuan batas maritim dalam situasi di mana dua atau lebih negara 

dihadapkan dengan klaim yang tumpang tindih. Dengan tidak adanya aturan 

yang tepat dalam hukum perjanjian dan aturan kebiasaan yang ditetapkan 

berdasarkan praktik negara, telah diserahkan kepada yurisprudensi 

pengadilan dan tribunal internasional untuk mengembangkan hukum 

delimitasi batas laut yang berlaku.63 Keterkaitan teori ini dengan 

permasalahan yang ada dapat kita lihat dari isi MoU BOX 1974, Australia 

secara tegas membatasi wilayah perbatasan di Kepulauan Ashmore dengan 

adanya klaim wilayah teritorial berdasarkan UNCLOS I dan II. Sehingga 

delimitasi batas maritim yang dilakukan Australia berdampak dengan 

wilayah teritorial Indonesia menjadi saling tumpah tindih satu sama lain, 

hal ini perlu dikaji kembali berdasarkan konvensi hukum laut internasional 

yang berlaku dengan harapan dapat menyelesaikan konflik yang ada. 

 

G. Metode Penelitian  

1. Bentuk Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang 

dimana penelitian ini berdasarkan pada asas, norma hukum, dan kaidah 

 
62 Ibid., Hal. 3 
63 Purwanti, Evi, “Relevansi Delimitasi Perbatasan Maritim Dengan Faktor Lingkungan”, Balobe 

Law Journal, Vol. 1, No. 2, 2021, Hal. 77 – 78  
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hukum64 yang berlaku berkaitan dengan Analisis Hukum Memorandum of 

Understanding (MoU) BOX 1974 Terhadap Kepemilikan dan Pengelolaan 

Kepulauan Ashmore Ditinjau dari Hukum Laut Internasional. Penelitian ini 

menggunakan pengumpulan data dengan pendekatan perundang – 

undangan (Statute Approach), pendekatan kasus (Case Approach), dan 

pendekatan sejarah (Historical Approach). 

 

2. Pendekatan Penelitian  

a) Pendekatan Perundang – Undangan (Statue Approach)  

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang – undangan yang 

dilakukan dengan mengakaji kesesuaian satu regulasi atau ketentuan 

hukum dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini sehingga 

timbullah suatu dasar penilaian atau argumentasi untuk merencanakan 

suatu solusi terhadap permasalahan yang ada.65 

 

b) Pendekatan Kasus (Case Approach)  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus yang dilakukan dengan 

menganalisis suatu kasus secara mendalam agar dapat memperoleh 

suatu gambaran terhadap praktik hukum yang terjadi. Sehingga menjadi 

sebuah permasalahan dalam kasus yang akan di analisis, hasil dari 

analisis kasus yang ada dijadikan untuk referensi untuk solusi yang akan 

diberikan pada penelitian ini.66 

 

 
64 Ali, Zainuddin, “Metode Penelitian Hukum”, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal. 105 
65 Ibid., Hal. 25 
66 Ibid., Hal. 10 
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c) Pendekatan Sejarah (Historical Approach)  

Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah yang dilakukan dengan 

adanya analisis sejarah yang berkaitan dengan permasalahan yang ada 

dalam penelitian ini sehingga akan memberikan informasi lebih jauh 

mengenai duduk permasalahan yang ada. Serta melalui pendekatan ini 

juga memberikan pengetahuan lebih dalam mengenai cara atau solusi 

yang telah diberikan sebelumnya terhadap permasalahan tersebut.67 

 

3. Sumber Penelitian Hukum  

a) Sumber Hukum Primer  

Penelitian ini menggunakan sumber hukum primer yang terdiri dari 

perundang – undangan dan beberapa regulasi atau peraturan lainnya 

yang bersifat mengikat secara hukum.68 Sumber hukum primer dalam 

penelitian ini berupa :  

1. United Nation Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982; 

2. Memorandum of Understanding (MoU) BOX 1974; 

3. Agreed Minutes of Meeting Between Officials of Indonesia and 

Australa on Fisheries 1989; 

4. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1962 Tentang Persetujuan Atas 

Tiga Konvensi Jenewa Tahun 1958 Mengenai Hukum Laut 

(Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 99) 

 
67 Ibid., Hal. 9 
68 Ibid., Hal. 106 
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5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi 

Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1983 Nomor 44) 

6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan 

United Nation Convention on The Law of The Sea (Kovensi 

Perserikatan Bangsa – Bangsa Tentang Hukum Laut) (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76) 

7. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia  

8. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian 

Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 185) 

9. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo 

Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara 
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b) Sumber Hukum Sekunder  

Penelitian ini menggunakan sumber hukum sekunder sebagai acuan 

dasar bagi sumber hukum primer, sumber hukum ini dapat berupa buku, 

jurnal, hasil penelitian, dan lain – lain.69 

 

c) Sumber Hukum Tersier  

Penelitian ini menggunakan sumber hukum tersier sebagai argumentasi 

pembantu bagi sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. 

Sumber hukum tersier dapat berupa kamus, informasi yang didapatkan 

dari internet, media massa, dan lainnya yang berkaitan dengan 

penelitian ini.70 

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan (Library 

Research) dalam pengumpulan sumber hukum penelitian ini. Teknik 

pengambilan sumber hukum pada penelitian ini dilakukan dengan 

menganalisis dan mengkaji seluruh sumber yang terkait dengan penelitian 

ini.71 

 

  

 
69 Ibid. 
70 Ibid. 
71 Ibid., Hal. 107 
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5. Teknik Analisis Bahan Hukum  

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian deskriptif analitis yang 

dimana menggunakan data berdasakan bahan – bahan tertulis maupun lisan 

sehingga akan mendeskripsikan hasil penelitian dengan penjelasan kalimat 

yang logis, efektif, dan dapat dipahami.72 

 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan  

Berdasarkan dengan penelitian yang telah dilakukan tentunya akan 

memberikan hasil akhir yang berupa kesimpulan ditarik dengan 

menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Teknik ini merupakan cara 

penggambaran permasalahan secara deduktif sehingga menghasilkan suatu 

pernyataan yang konkrit dalam menjelaskan permasalahan yang ada serta 

solusi yang diberikan.73 

 

  

 
72 Ibid. 
73 Ibid., Hal. 120 – 121 
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